
   
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
NOMOR  5  TAHUN  2009 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN  KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008  

TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN 
PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

        GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan laju 
pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna 
terlaksananya  program/kegiatan  pada urusan Pemerintahan bidang 
Perkerjaan Umum kegiatan perluasan kantor Gubernur Kepulauan 
Bangka Belitung sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD perlu 
dilakukan penyesuaian nilai dana anggaran dan waktu pengerjaan yang 
telah ditetapkan; 
 

  b. bahwa untuk memenuhi penyesuaian nilai dana anggaran yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 10 Tahun 2008, sebagaimana telah dilakukan Perubahan Atas 
dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 perlu ditetapkan 
kontrak pelaksanaan perkerjaan dengan pengikatan dana anggaran  
sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang  Pengelolan Keuangan Daerah; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan  Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengikatan 
Dana Anggaran Pembangunan Daerah dengan Perkerjaan Tahun Jamak; 
 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3952); 
 

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia  Nomor 4033); 
 

  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4389); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
 

  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574; 
 

 
 
 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4373); 
 

  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke-tujuh Atas Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; 
 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor  6 Seri E ); 
 

  14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 


